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MASTOMNAL
Ke Senayan demi Hentikan Pemekaran
Rakyat Papua menolzk rencana pengesahan undang-uncang yang mengatur pemberukan tigs provinsi bar Papua. Mahfud Md 31, penolakan pemekaran Papus
paga raf a_r‘cl mrah
f v & +

Mahasiwa melalukan aksi menolak permekaran Daerah Otonomi Banu (DOB) di Jeyepura, Papua, 8 Maret 2022 ANTARA/Gusti Tanati

- MRP terus bergerilya mendekati DPR dan Presiden untuk menghentikan pembentukan provinsi baru.

- Parlemen bakal mengesahkan undang-undang pembentukan provinsi baru menunggu putusan Mahkamah Konstitusi

- Mayoritas warga Papua diklaim setuju atas pemekaran provinsi baru di Papua.
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JAKARTA — Majelis Rakyvat Papua (MREP) terus menggelar lobi politik meminta
pemerintah dan parlemen menunda rencana pengesahan undang-undang vang

mengatur pembentukan tiga provinsi baru sebagal wilayah pemekaran Papua.

MMercka mendesak Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR menunggu putusan
MMahkamah Konstitusi thwal gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Otonomi Ehusus Papua—aturan vang menjadi alas hukum
pemekaran struktur pemerintahan di Bumi Cenderawasih.

Berita Masional 2T April 2022: Ke Senayan My
demi Hentikan Pemekaran

Mereka juga mengkritik survel otonomi-Papua vang menyebutkan 82 persen

warga Papua mendukung pemelaran wilavah seteltafi menemul Presiden Jokowl
di Istana Negara pada dua hari lalu, MEE menvambangi DPR. kemarin. Ketua
MEP Timotius Murib dan kawan-kawan diterima Wakil Ketua DPR. Sufmi Dasco

Ahmac.

LIurib menvatakan rakvat Papua menolak usulan pemekaran daerah otonomi
bart (DOB). Alazannva, pemerintah masih memberlakukan moratorium
pembentukan daerah otonom di seluruh wilavah. “Kedua. belum ada kajian ilmiah
di semua aspek terkalt dengan perlunya DOB provinsi baru di Papua.” kata hurib,
kemarin.

Pendanaan juga menjadi alasan lain penolakan. Murib mengatakan schagian
besar dacrah di Papua tak menghasilkan pendapatan asli dacrah {PAD). Hampir
semua kabupaten mengrantungkan anggaran pendapatan pada alokasi dana
otonomi khusus dari pemerintah pusat. Murib khawatir provinsi baru akan
ambruk jika terus mengandalkan angoaran pemerintah pusat. Mereka juga

menilai Papua kekurangan sumber dava manusia.
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Murib juga mengkritik|pernyataan NMendier: Keordinator Politik, Hukum. dan

EKeamanan Mahtfud Md. va

o mengklaim bahwa 82 persen rakvat Papua dan
Papua Barat menyetujul pemekaran terscbut. “Itu kajian dari mana. kapan, dan

siapa vang melakukan? ujar Murib.

MMenurut Mahtud, terdapat 3534 permohonan pemel an dacrah. Wamun Presiden

h Papua.

Jolkowi bakal berfokus mer

embangkan tiga provinsi baru di ta

Mahtfud moeoni

ipenolakan pemekaran wilavah Papua schagai v 1 vang wajar.

Zi selama ini warg

“Apal

a Papua juga sering men 1 demonstrasi,” katanva.

Wakil Kctua DPR Sutfmi Dasco Ahmad menvatakan MPR meminta DPR menuncla

pengesahan undang-undang dacrah otonomi baru di Papua. Dia berjanjl akan

berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk membantu aspirasi Majelis Rakyvat

I

Papua. Parlemen berjanjl pembahasan undang-undang bakal dilakukan parsial

sembari menungou putusan Mahkamah Konstitusi.
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KORAN@TEMPO

MENENTANG
WACANA
PEMEKARAN

PEMERINTAH dan DPR menyiapkan pembentukan daerah
otonomi baru (DOB) Provinsi Papua. DPR saat ini membahas tiga
rancangan undang-undang, yakni RUU Provinsi Papua Selatan,

RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan Tengah.
Majelis Rakyat Papua menyatakan pemekaran itu melanggar hak
konstitusional orang asli Papua. Berikut ini lini masa pemekaran di
Bumi Cenderawasih.
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MRP pada akhir tahun lalu mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah
Konstitusi thwal revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Ketentuan tersebut
dinilal merugikan hak konstitusional orang asli Papua. terutama aturan Pasal 68
aval 1 dan 2 tentang penghapusan pembentukan partal politik vang dinilal

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,

Ketua Jaringan Damal Papu@. Pastor John Bunav, menyebutkan semua gereja di
Papua sudah menvatakan penolakan alas rencana pemekaran provinst, Dia juga

menampik klaim Jakarta soal'dukungan mavoritas-warga lewat survel olonomi

Papua.“Rakvat Papua dan gereja tidak pernah dilibatkan dalam jajak pendapat,”

wjar dia, Menurut Bunay. rakvat menolak dengan alasan pemekaran Papua
merupakan alat negara untuk merepresi kebebasan sipil, juga untuk
mengeksploitasi sumber daya alam Papua.” Kabupalen vang ada selama ini lak

berkembang, apalagi jika dibuat provinsi baru,”kata Bunay.
AVIT HIDAYAT | ANTARA

#Pemekaran Papua  #Survei Otonomi Papua  #Majelis Rakyat Papua | MRP
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